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ABSTRACT 

Fajar Nurlaila As Ba'Qa, Analysis of Income Tax Calculation Article 21 
Permanent Employees at the Office of Management Consultants, Accounting, and 
Taxation Jati Artha Sinergi Surabaya. Under the guidance of Emi Rahmawati, S.E., 
M.si. 

 

Taxes are the highest state income capital, which is used to finance all state 
expenditures and needs. The role of tax for the Indonesian state is to make taxes the 
backbone of the government and maximize revenues from the tax sector. Income 
Tax Article 21 is one type of tax that causes the income or inclusion of the state to be 
very large. 

This report aims to determine the extent to which the implementation or 
calculation of Article 21 Income Tax has been carried out by the Jati Artha Sinergi 
Management, Accounting and Taxation Consultant Office in Surabaya. This writing 
uses descriptive qualitative data analysis methods, with data collection techniques in 
the form of observations and interviews. The data used are general data related to 
company or agency profiles, and special data, namely data relating to the calculation 
of Article 21 Income Tax. 

The results of the report show that so far the application of Income Tax Article 
21 in the Office of Management Consultants, Accounting and Taxation is not much 
different from the Regulation of the Minister of Finance Number Per-
252/PMK.03/2008. However, there are still some obstacles, including the employee 
data that is owned is still not systematic, and some employees have not taken care 
of the NPWP. Then the author can provide advice to agencies, especially the tax 
staff, namely by always improving the data of each new employee and permanent 
employee so that the data that enters each year becomes systematic. And for 
employees who have not taken care of the NPWP, it is hoped that they will 
immediately take care of it. 
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ABSTRAK 

Fajar Nurlaila As Ba’Qa, Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 
Pegawai Tetap pada Kantor Konsultan Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan Jati 
Artha Sinergi Surabaya. Dibawah bimbingan Emi Rahmawati, S.E., M.si. 

 

Pajak merupakan modal penghasilan negara yang paling tinggi, yang 
digunakan untuk membiayai segala pengeluaran dan keperluan negara. Peran pajak 
bagi negara Indonesia adalah menjadikan pajak sebagai tulang punggung 
pemerintah dan memaksimalkan penerimaan dari sektor perpajakan. Pajak 
Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang menyebabkan 
pendapatan atau pemasukan negara menjadi sangat besar. 

Laporan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan atau cara 
perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sudah dilakukan oleh Kantor 
Konsultan Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan Jati Artha Sinergi di Surabaya. 
Penulisan ini menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif, dengan teknik 
pengumpulan data berupa pengamatan dan wawancara. Data yang digunakan 
adalah data umum terkait profil perusahaan atau instansi, dan data khusus yaitu 
data yang berkaitan dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. 

Hasil laporan menunjukkan bahwa sejauh ini  penerapan Pajak Penghasilan 
Pasal 21 di Kantor Konsultan Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan tidak jauh 
beda dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Per-252/PMK.03/2008. Namun 
masih terdapat beberapa kendala diantaranya data pegawai yang dimiliki masih 
belum sistematis, dan beberapa pegawai terdapat belum mengurus NPWP. 
Kemudian penulis dapat memberikan saran kepada instansi khususnya bagian staf 
pajak, yaitu dengan selalu memperbaiki data setiap pegawai baru dan pegawai tetap 
sehingga data yang masuk setiap tahunnya menjadi sistematis. Dan bagi pegawai 
yang belum mengurus NPWP, diharapkan agar segera mengurus. 
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